
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN: 1988 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1988 Z 1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974.
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PERATURAN OAERAH PROPINSI DAERAH TlSGKU I 

JAWATENGAH 
NOMOR : 3 TAHUN 1988 

TENTANG 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989 

DENGAN RAHMAT 1lJHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TlNGKAT I JAWA n:NGAH 

bahwa Angaran Pendapatan dan Belar\ja Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tenph TahunAnggaran 1988/1989 pertu diletapkan 
dcngan Peraturan Daerah sesuai denpn pasal 64 ayal (2) Undang­
Undang Nomor S Tahun 1974. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tenung Pokok-Pokok Pe­
merintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 
1950);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe­
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tenung TaU Cara Pe­
nyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah 
Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tenteng 
Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be­
lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe­
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­
rah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti nuigi Keuangan dan Materiil Dae­
rah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangun­
an;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan 
Daerah;
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1. Undang•Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok•Pokok Pe• 
merinlahan di Oaerah: 

2. Undang•Undang Nomor IO Tahun 1950 tenlang Pembenrukan 
Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 
1950); 

3. Undang•Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan; 

4. Peraturan PemerintahNomorS Tahun I97S tentangPengurusan. 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang C.ara Pe­
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah, Pelaksana 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata C.ara Pe­
~n dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun t,agi Daerah 
Otonom: 

7. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
Contoh-Contoh C.ara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be• 
lanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe­
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­
rah; 

8. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang 
Pelalcsanaan Tuntulan Ganti "J.Jgi Keuanpn dan Materiil [)ae. 

rah: 

9. Peraturan Menreri Dalain Negeri Nomor 8 Tahun 1978 rentana 
Penerimaan Sumbanpn Pihak Ketiga kepada Daerah: 

10. Peraturan Menreri Da1aJn Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentan, 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dawn Neseri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasit Pajak Bumi dan Bangun­
an: 

12. Keputusan Meaueri Dawn Ne&eri Nomor900 - 099 Tahun 1980 
langal 2 April 1980 tcntana Manual Administnsi Keuanpn 
Daerah: 
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah 
dan Pengendalian Kredit Angaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor970 - 893 Tahun 1981 
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Penda­
patan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor94 Tahun 1984 tentang 
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­
gara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 
September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal P 
September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menir r: 
Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tangga! 
31 Desember 1985 tenung Petunjuk Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Hasil P^jak Bumi dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 
Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapat­
an dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 
April 1987 tenung Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis 
Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri*Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 
Januari 1988 tenung Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pen- 
dapaun Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 
Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat­
an dan Belanja Duerah Tahun Anggaran 1988/1989;
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13. Keputusan Men1eri Dalam Negeri Nomor 570 - )60 lan&PI 
28 Olaober 1981 tentang Pmpam Pembinaan Angaran Oaerah 
dan Penaendalian Kredit Anpran; 

14. Keputusan Men1eri Dalarn Negeri Nomor970 - 893 Tahun 1981 
tangal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Penda­
patan Daerah; 

l S. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor94 Tahun 1984 ten tang 
lanpah Perwna Pensinkronisasian Angaran Pcruiapatan chin 
Belanja Daerah dengan Anaaran Pendapatan clan Belit1'1ja !',;, -
gara: 

16. Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal I~ 
September 198S tentang Penyempumaan Bcntuk dan Su~unar: 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan ~lanja Daerah: 

17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 903 - l319 tangpl IQ 
September 1985 tenting Penyempumaan Keputusan Menu-r: 
Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelal..sanaan Anggarar: 
Pendapatan dan Bclanja Daerah; 

18. Keputusan Menteri Oalam Negeri ~omor S_I Tahu., 1985 laR!UtJ: 
31 Desember 1985 teniang Pet.uqjuk Pengelolaan Pcnda;:,at.:1n 
Daerah Hasil ~ Bumi clan Bangunan; 

19. Keputusan Menteri Dawn Negeri Nomor 903 - 269 1anual 3 
Maret 1986 tentana Penyempumaan Bcntuk clan Susunan Tata 
Usaha Keuanpn Daerah sena Perhitunpn Angpran Pendapat· 
an dan Belanja Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri J'l;omor 903 - 379 tangal 11 
April 1987 tentang Pengunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan 
Angaran Pendapatan clan Bclanja Daerah sena Petuajuk Teknis 
Tata Usaha Keuanpn Oaerah; 

21. Keputusan Menten~D.ilam Negcri Nomor 903 - 057 tanggal 19 
Januari 1988 te ntang Pcnyempumaan Bcntuk dan Susunan Pcn­
dapatan Dacrah. 

l. Surat Menteri Oalam Ncgeri Nomor 90)/198/PUOD tanggal 21 
Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat· 
an dan Bclanja Oil4rah Tahun Anggaran 1988/1989: 

s 
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2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR- 
III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/ 
DPRD-PEM. 82/82 - 83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te- 
ngah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 14
dan 17 Maret 1988.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tanggal 31 Maret 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPAT­
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA - TENGAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1988/1989 adalah sebesar Rp. 440.471.740.300,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:
- Pendapatan....................................................   Rp. 440.471.740.300,00

b. BELANJA:
- Rutin : Rp. 385.701.668.300.00
- Pembangunan : Rp. 54.770.072.000,00

Rp. 440.471.740.300,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN:
- Pendapatan............................................................................ Rp. 174.635.710.000,00

h BELANJA:
- Rutin : Rp. 169.876.992.000,00
- Pembangunan : Rp. 4.758.718.000,00

Rp. 174.635.710.000,00
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2. Keputusan Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah Propinsi Oaerah 
Tingkat [ Jawa Tengah tangpl 7 Juni 1978 Nomor 0S/l/PAR­
III/DPRDi78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/ 
DPRD-PEM. 82/82 - 83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tc• 
ngah. 

l. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 14 
dan 17 Maret 1988. 

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rak}-at 
Daerah tanggal 31 Maret 1988. 

Dengan Persct~uan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAER"'1i lENTANG ANGGARAN PENDAPAT­
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TING KAT I 
JAWA -TE.NOAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989. 

Pasal 1 

llmlah Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 
1988/1989 adalah 1ebesar Rp. 440.471.740.300,00 terdiri dari: 

L PENDAPATAN : 
- Pcndapatan ............................................. -................... Rp. 440.471.740.300,00 

b. BELANJA: 
Rutin 

- Pembangunan 
Rp. 38S.701.668.300,00 

: Rp. S4.770.072.000,00 
Rp. 440.471.740.300,00 

Pasal 2 

.Jumlah t.Jru.w\ Kas dan Perhitunpn adalah sebagai berilrut : 

L PENDAPATAN : 
- Pendapatan .................................................................. Rp. 174.635.710.000,00 

b. B~JA: 
- Rini\ 
- Pcmbangunan 

6 

Rp. 169.876.992.000.00 
: Rp. 4.7S8.718.000,00 

Rp. 174.63S. 710.000,00 
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Pasal 3

(1) Rincihan dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A

(2) Rincihan lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 
dimuat dalam Lampiran Al, AII/R dan A.II/P.

(3) C toh rincihan sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) Pasal ini merupa
yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang 
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 31 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH
Ketua, 
t Id

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I 

JAWA TENGAH

t t d

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 5 5- 1988 
Nomor : 903.33 - 395.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor: 3 tanggal 3 - 10 - 1988 Seri D, Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

t t d

Drs. AMIN DJONGGOLO
NIP. 010 061 459
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Pasal 3 

(I) Rincihan dari ketentuan tersebut pada Pasal l dimuat da1am lampiran A. 

(2) Rincihan lebih laqjut dari ketentuan tersebut pada Pasal l dan 1'asa1 2 
dimuat tlalAn,_ Lampiran A.I, A.Il/R dan A.HIP. 

0) C toh rincihan sebuaimana dimaksud ayat (l) dan (2) Pasal ini merupa 
yang tidak terpisahkan. 

Pasal 4 

Pa.w-pasal yang akan dilalrukan pcnggescran sesuai pcraturan Perundang-undangan yang 
berlalcu adalah sebagaimana daftar terlampir. 

Pasal 5 

Peraturan Dacrah ini berlaku sctelah mendapat pcngcsahan dari pcjabat yang bcrw:n.:in11 
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988. 

DEWAN PERWAI<ILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 
Kttua, 
t t d 

Ir. SOEKORAHARDJO 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Scmaran~ 

31 Maret 1988 

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKATI 

JAWAlENGAH 

t t d 

ISMAIL 

Disahkan olch Menteri Dalain Ncgeri dengan surat keputusan tanggal 5 5. 1988 
Nomor : 903.33 - 395. 

Diundang)can dalam Lembaran Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 3 tanggal 3 - 10 - 1988 Seri D, Nomor J. 

SEKRETARIS WII.AYAH DAERAH TINGKAT I 
JAWAlENGAH 

t t d 

Di,. AMIN DJONGGOLO 
NIP. 010 061 4S9 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 1988/1989

NOMOR 
URUT

URAIAN JUMLAH NOMOR
URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6

A. PENERIMAAN DARI DAERAH RP. 440.471.7430.300 A. PENGELUARAN RUTIN Rp. 385.701.668.300

1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 1. Belanja Pegawai Rp. 327.132.111.000
ANGGARAN TAHUN YANG LALU Rp. 12.463.234.000 2. Belanja Barang Rp. 24.342140.300

3. Belanja Pemeliharaan Rp. 3.877.635.000 )
2 BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp- 52.925.670.000 4. Belanja Perjalanan

a. Pajak Daerah Rp. 43.120.000.000 Dinas RP- 1.842993.000
b. Retribusi Daerah Rp. 6.957.251.000 5. Belanja lain-lain Rp. 8.099.763.000
c. Bagian Laba Badan 6. Angsuran Pinjaman/

Usaha Milik Daerah Rp. 2008.000.000 Hutan dan Bunga Rp. 1.085.261.000
d. Penerimaan lain- 7. Biaya Pensiun dan

lain Rp. 231.660.000 Hutang dan Bunga Rp. 1.085.261 000
8. Biaya Pensiun dan

3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK Rp. 7.231.835.OOO Ondentand Rp. 10.774.790.000
9. Ganjaran Subsidi /

a. Bagi Hasil Pajak Rp. 4.484.000.000 Sumbangan kepada
b. Bagi Hasil Bukan Daerah Bawahan Rp. 6.150.090.000 *

Pajak Rp. 2.747.835.000 10. Pengeluaran yang
tidak termasuk
bagian lain Rp. 932541.000

11. Pengeluaran tidak
tersangka Rp. 1.465.338 000

00 

NOMOR 
URUT 

I 

A. 

I. 

1. 

3. 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN DF.LANJA DAERAII 
TAIIUN ANGGARAN 198811989 

URAIAN JUMLAH NOMOR URAIAN 
URUT 

2 3 4 5 

PENBRIMAAN DARI DAERAH Rp. 440.471.7430.JOO A. PENGEWARAN RUTIN 

BAOIAN SISA LEBnl Pl!RHIT\JNGAJ,; I. Rdanja Pepwa.i Rp. 327.132.111.000 
ANGGARAN TAHUN YANGLALU Rp. 12.463.234.000 1. Bclanja Banns Rp. 24.342. I 40.300 

3. Bclanja P,,rnil i1wun Rp. 3.177.635.000 
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAE.RAH Rp. 52.925.670.000 4. Belanja Pt:rjalanan .. Pajalr. 0-ah Rp. 43.110.000.000 Dinu Rp . 1.1142.993.000 
b. --•i 0-ah 

Rp. 6.957.251.000 5. BcJanja la~l■in Rp. 1.099.763.000 
C. Bal,iu> La1- Bodan 6. Anpiuan Pinjunan / 

U,.._ Mililr. Doorah Rp. 2.008.000.000 lluton dan BW1p Rp. 1.085.261 .000 
d , Pasrimun ... 7. 8iaya Pt:naiun dan 

lain Rp. 131.660.000 llutalll dan Bunaa Rp. 1.085.261 000 
8. Biaya Pemiun dan 

BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK l<p. 7.231.1135.000 Ondcntand Rp. 10.774.790.000 .. Ganjarm1 Sut.idi I .. e,..; lluil Pajalr. Rp. 4.484.000.000 Swnbonpn kq,ado 
b. Baai lluil Butan Dar.::r-11 Bawahan Rp. 6.150.090.000 

Pajalr. Rp. 2.747.835.000 JO. Penaeluaran yana 
tidak. tc rmuuk 
haai.ut lain Rp. 932.541.000 

11. Penaeluuan tidalc 
u:nanaka Rp. U65.331000 

JUMLAH 

6 

Rp. 315.70J.6M.l00 
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LAMPIRAN:!!

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai engan Peraturan Per* 
undang-undangan yang berlaku.

Nomor Jenis Belanja Pasal - pasal Keterangan

1 2 "T 4

1. Belanja Barang 1011 sampai dengan 1050
2. Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1070
3. Belanja Perjalanan 

Dinas 1071 sampai dengan 1080
4. Belanja lain-lain 1081 sampai dengan 1100

I 

LAMPIJtAN:D 

DAfTAR: Pcnacseran Pual-pual yang diperkenankan sesuai engan Peraturan Per­
undana-undanpn yana bcrlaku. 

Nomor Jcnis Belanja Pasal - pasal Ketcrangan 

1 2 3 4 
l. Belanja Barana 1011 sampai dengan 1050 
2. Bclanja Pemcliharaan 1051 sampai dengan 1070 
3. Bclanja Perjalanan 

Din• 1071 sampai denpn 1080 
4. Belanja lain-Jain l 081 sampai denpn 1100 
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